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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang dan penyerahan 

sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat 

(Ernawati, 2017). Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 23 

Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan otonomi daerah yang menyatakan 

bahwa Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, menetapkan 

kebijakan sendiri, serta melakukan pembiayaan dan tanggung jawab 

keuangannya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah, 

setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri tanpa harus 

bergantung pada pemerintah pusat (Puspitasari, 2017). Jadi adanya otonomi 

daerah diharapkan meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah 

yang kemudian berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah 

(Harjito dkk, 2020).  

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang telah direncanakan, baik oleh 

individu maupun organisasi (Harjito dkk, 2020). Dalam lingkup kinerja 

pemerintahan, Kinerja keuangan daerah adalah suatu tingkat pencapaian dari 

hasil pengelolaan dalam bidang keuangan yang terdiri atas penerimaan dan 

belanja daerah yang menggunakan sistem keuangan yang sudah ditetapkan 

melalui perundang-undangan maupun kebijakan daerah (Sains, 2018). 
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Pengukuran Kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk membantu 

evaluasi kinerja pemerintah daerah, mengalokasikan sumber daya dan 

pengambilan keputusan, memperbaiki komunikasi antarlembaga dan 

memaksimalkan pertanggungjawaban publik (Saragih dan Siregar, 2021). 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang 

akuntabel dan berstandar umum (Masdiantini dan Erawati, 2016). Menurut 

Kemenkeu RI, Bentuk dari laporan pertanggunjawaban atas pengelolaan 

keuangan daerah meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran (LPA), Laporan 

Finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). LPA terdiri atas 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran 

Lebih (LPSAL). Sedangkan laporan finansial terdiri atas Laporan Operasional 

(LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas 

(LPE). Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan harus memenuhi 

karakteriatik kualitatif sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 

(silky, 2012). Terdapat tuntutan yang besar dari masyarakat untuk 

dilaksanakannya transaparansi dan akuntabilitas sektor publik oleh lembaga-

lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009). Cara agar terwujudkan transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah yaitu disampaikannya laporan pertanggungjawaban berupa laporan 

keuangan (Ulfah, 2018). Penulisan laporan keuangan yang berstandar umum 

telah diatur dalam peraturan Undang-Undang No 71 Tahun 2010 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintahan dan Undang-Undang No. 64 Tahun 2013 tentang 
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Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akural pada pemerintah daerah. Untuk 

memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan harus diperiksa guna menilai tingkat kewajaran dari laporan 

keuangan yang berstandar umum oleh auditor independen atau disebut dengan 

Badan Pemeriksa keuangan (BPK).  

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu tingkat pencapaian 

dari hasi kinerja keuangan dari bidang keuangan daerah yang meliputi 

penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang 

ditentukan melalui kebijakan atau perundang-undangan selama satu periode 

anggaran (Susanto, 2019). Kinerja keuangan pemerintah daerah salah satunya 

dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dimana laporan LRA 

merupakan laporan pertanggungjawaban keuamgan daerah yang utama 

disajikan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya 

tahun anggaran (Yulitiawati dkk, 2020). Kinerja keuangan daerah yang baik 

dapat dilihat dari efektifitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan 

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang lebih rendah dan porsi 

penerimaan PAD yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 

di daerah (Zulkarnain, 2020). PAD merupakan sumber pendapatan daerah 

utama yang berkontribusi terhadap kinerja keuangan daerah (Zukhri, 2020). 

Semakin besar jumlah PAD yang dimiliki maka semakin kecil kemungkinan 

suatu daerah bergantung kepada pemerintah pusat (Sari dkk, 2020). Pengukuran 

kinerja dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja keuangan daerah (Marliani, 

2022). Pengukuran kinerja keuangan unutk kepentingan umum dapat dijadikan 
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sebagai evaluasi dan pemulihan kinerja dengan membandingkan skema dan 

pelaksanaannya (Saragih & Siregar, 2020). Salah satu pengukuran kinerja 

keuangan pemerintah daerah yaitu menggunakan analisis rasio kinerja 

keuangan (Rizqi, 2020). Analisis rasio keuangan merupakan angka yang 

dihasilkan dari perbandingan antar pos-pos keuangan di dalam laporan 

keuangan (Awani & Hariani, 2021). Analisis rasio keuangan dapat dukur 

menggunakan rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, dan 

derajat ketergantungan (Zukhri, 2020). 

Rasio desentralisasi fiskal merupakan ukuran yang merujuk pada tingkat 

wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah dalam rangka pembangunan (Mulana & Rhea, 2019). Rasio 

desentralisasi fiskal dapat  menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam 

memenuhi kebutuhan darah dari segi finansial (Halim, 2020). Rasio 

desentralisasi dihitung melalui perbandingan antara jumlah PAD terhadap total 

pendapatan daerah (Mahmudi, 2019). Rasio desentralisasi menunjukkan derajat 

kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, dimana semakin tinggi 

kontibusi PAD maka kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan 

desentralisasi semakin baik (Wulandari, 2017). Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia dalam artikel terkait UU HKPD terkait  Re-Design 

Desentralisasi Fiskal menyatakan bahwa sebagai upaya mempertajam 

pelaksanaan desentralisasi fiskal ditengah krisis ekonomi akitat pandemi Covid-

19 tahun 2020 maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (HKPD) 
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sebagai upaya mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa 

memingkatkan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi PAD dan redesign 

pengelolaan transfer ke darah.  

Hasil pemeriksaan BPK atas PAD kabupaten dan kota di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2020 menyatakan bahwa realisasi PAD mengalami penurunan 

5,23% dan realisasi dana transfer mengalami kenaikan sebesar 2,66% dari tahun 

2019 dengan presentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 

53,83% dibandingkan dengan presentase penerimaan transfer daerah sebesar 

64,08%. Menurut Kajian Fiskal Regional Provinsi Banten tahun 2020 

menyatakan bahwa ketergantungan pembiayaan belanja daerah terhadap  

penerimaan pusat masih tinggi dengan kontribusi pendapatan transfer daerah  

terhadap penerimaan daerah lebih tinggi dibanding dengan kontribusi PAD  

masing-masing sebesar 51,80%, dan 43,88%.  Menurut Kajian Fiskal Regional 

Bali tahun 2020, realisasi PAD kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun 2020 

mengalami penurunan sebesar 37,4% dibandingkan tahun 2019 serta realisasi 

dana transfer daerah sebesar 83,76% dari pagu. Kontribusi PAD sebesar 36,33% 

dan dana transfer 61,08% terhadap total pendapatan daerah Bali.  

Menurut Vebiani (2020) dan Zulkarnain (2020) Tingkat desentralisasi 

kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2020 tergolong 

“Kurang” dimana sejumlah 17 Kabupaten/kota (62,96%) memiliki persentase 

rasio desentralisasi dibawah 20% yang berarti desentralisasi fiskal masih 

“Kurang”. Kemudian, menurut Rizky (2020) menyatakan tingkt rasio 

desentralisasi fiskal Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020 
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tergolong “kurang” belum merata dan masih tergolong rendah dimana tingkat 

desentralisasi tertinggi diperoleh dari Kota Semarang dan tingkat desentralisasi 

fiskal terendah diperoleh dari Kabupaten Blora. Sama halnya dengan 

desentralisasi fiskal pada kabupaten dan kota di Provinsi Bali tahun 2020 

dengan perolehan tingkat desentralisasi tertinggi oleh Kabupaten Karangasem 

dan tingkat terendah berasal dari Kabupaten Buleleng (Fajria dkk, 2020). 

Menurut Andayani (2020) menyatakan bahwa tingkat desentralisasi di Provinsi 

Jawa Timur masih mengalami masalah yang terdapat pada rendahnya kualitas 

pemerintahan dan tingginya angka pegangguran. Penyebab Rasio desentralisasi 

yang rendah berasal dari kontribusi PAD terhadap pendapatan darah yang masih 

kurang (Fajria dkk, 2020). Tingkat desentralisasi menggambarkan besarnya 

kontribusi pemerintah pusat dalam  membantu pembangunan daerah yang 

menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi 

daerah (Rizqi, 2020). Semakin tinggi tingkat kontribusi PAD maka semakin 

tinggi kemampuan daerah dalam  menyelenggarakan desentralisasi fiskal 

(Mahmudi, 2017:233).  

Penelitian yang dilakukan oleh Suseno (2013); Rahayu (2015); Muryawan 

dan Sukarsa (2016); dan Hendri dkk (2020) menyatakan desentralisasi 

berpengaruh terhadap  tingkat kinerja keuangan daerah. Menurut Setyaningrum 

& Hariyanto (2020) desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan daerah dikarenakan desentralisasi dapat menggambarkan keterlibatan 

pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat 

kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Menurut 
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Suseno (2013) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap 

kinerja dikarenakan semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi 

kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Selanjutnya 

menurut Rahayu (2015) menyatakan desentralisasi fiskal berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan meskipun masih rendahnya tingkat 

desentralisasi fiskal dan masih menunjukkan pola hubungan instruktif, akan 

tetapi desentralisasi fiskal yang rendah dapat dikategorikan tepat sasaran, 

karena melalui pelimpahan wewenang fiskal menjadikan pemerintah mampu 

melakukan pengelolaan keuangan meskipun belum terjadi kemandirian 

keuangan daerah sepenuhnya. Kemudian menurut Muryawan dan Sukarsa 

(2016) menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal maka kinerja 

keuangan daerah menjadi meningkat karena daerah dapat mengelola dan 

menggali sumber keuangan daerah secara mandiri untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah daerah.  

Menurut Halim (2020) desentralisasi fiskal berpengaruh tidak signifikan 

dikarenakan dengan adanya desentralisasi fiskal menjadikan daerah memiliki 

wewenang luas namun jika pengelolaan oleh pemerintah daerah cenderung 

kurang baik dan tidak efektif, hal tersebut akan merugikan masyarakat dan 

daerah. Serta menurut Hendri, dkk (2020) menyatakan pengaruh penerimaan 

bantuan dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan masih 

mendominasi sumber penerimaan daerah dibandingkan dengan sumber 

penerimaan yang berasal dari PAD.  
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Pada penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap hasil 

yang diberikan, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali 

dengan mengacu pada penelitian dari Masdianti dan Erawati (2016) dengan 

mengeliminasi 2 variabel yaitu intergovermental revenue dan temuan audit 

dikarenakan variabel tersebut terlalu majemuk dan jenuh serta memfokuskan 

pengukuran kinerja keuangan daerah hanya pada rasio desentralisasi fiskal saja. 

Pada penelitian terdahulu yaitu penelitian Masdianti, dkk (2016), Aulia, dkk 

(2020), dan Millenia (2022)  hanya meneliti pada suatu daerah regional saja dan 

tahun penelitian yang kurang Panjang yaitu 2-3 tahun saja. Maka peneliti 

memperluas cangkupan penelitian yaitu meliputi daerah Jawa (Banten, Jawa 

Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah) dan Bali dengan tahun penelitian 2017-

2020. Alasan dari penambahan cakupan penelitian karena wilayah  kepulauan  

Jawa dan Bali merupakan wilayah yang memiliki kekayaan berupa sumber daya 

alam dan manusia yang berlimpah. Menurut Drastina dan Himmati (2021) 

wilayah jawa timur memiliki keragaman sumber daya berupa pertambangan, 

pertanian, kehutanan dan kelautan. Jawa Barat memiliki sumber daya alam yang 

berlimpah, objek wisata yang memadai, dan industri—industri yang tersebar 

diberbagai kabupaten/kota (Zulkarnain, 2020). Provinsi Jawa Tengah 

merupakan salah satu daerah dengan sektor perekonomian yang berlimpah dan 

terus berkembang dengan adanya pembangunan-pembanginan infrastruktur 

daerah (Laksmini Dewi, 2018).  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Ukuran Pemerintah Daerah, 
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kemakmuran Dan Opini audit Terhadap Tingkat Kinerja Keuangan 

Daerah (Studi Empiris Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten dan 

Kota di Pulau Jawa dan Bali Tahun 2017-2020)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang tekah diuraikan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja 

keuangan daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali  Tahun 2017-

2020? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat kemakmuran terhadap kinerja keuangan 

daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali  Tahun 2017-2020? 

3. Bagaimana pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan daerah 

Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali  Tahun 2017-2020? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan 

untuk :  

1. Mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja 

keuangan daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali  Tahun 2017-

2020? 

2. Mengetahui pengaruh tingkat kemakmuran terhadap kinerja keuangan 

daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali  Tahun 2017-2020? 
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3. Mengetahui pengaruh opini audit terhadap kinerja keuangan daerah 

Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali  Tahun 2017-2020? 

D.  Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

bagaimana sistem informasi keuangan pemerintahan.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan atas teori-

teori yang telah ada. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi pemerintah daerah  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi 

baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam 

mengambil keputusan  di masa mendatang.  

b. Bagi masyarakat umum  

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi pendukung serta 

dapat mengambarkan kondisi keuangan pada pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali sehingga masyarakat dapat 

memahami kondisi keuangan daerah tersebut.  

c. Bagi mahasiswa  

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya dan menjadi batu loncatan untuk melakukan penelitian pada 

bidang yang sama.  
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E. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pemahaman dan penjelasan arah pembahasan 

penelitian ini, maka penulisan skripsi ini disistematikan menjadi 5 bab dengan 

uraian sebagai berikut:  

BAB 1 PENDAHULUAN  

Dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini, penulis menguraikan tenatang teoriteori yang relevan dengan 

pokok permasalahan yang kemudian digunakan sebagai landasan dalam 

menganalisis masalah dan perumusan hipotesis mengenai permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini, penulis menguraikan jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan 

data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, penulis memaparkan analisis data dan pembahasan yang 

berisi mengenai gambaran lingkup penelitian, hasil pengujian dan analisis data 

dalam menginterpretasi hasil analisis, dan pembahasa mengenai hasil analisis 

data dan menguraikan masalah penelitian.  
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini, berisi  penutup yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA. 

LAMPIRAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


